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Kebijakar pemerintah untuk mewujudkar transpararsi dan akuntabilitas
kcuangan negara bertajuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
vang baik (good ccver-ance). Kebijakar pemerintar terscbut dila<sanakan
mealalui oenyclerggaraan  akuntans: dan  oeleporan  kcuangan atas
pertanggungaweben pelaksanaan Arggaran Perdapatan dan Bcelanja
Negara. Dasar nakum pelaksanaan penvelengparzan akuntansi dan
pelaporan  kcuaregan berdasarkan peraturan perundang-undangan di
bidang kcuangan Nega-a, vailu Uncang-Undang Necmor 17 Tahun 2003
tentang Kzuanger Negara, Undang-Undarg Nemor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan MNegara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004

tentang Pemerikseen Fengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.

Selain menurut xotertuan perundang-undangan di atas, mulai tahun
anggaren 21, zclap Kemertzrian Nezarz / Lembaga dalam
penyclengzaraan ekuntarsi dan pelapo=an kcuangan harus scsuai dengan
Peraturan Pemerin.eh Nemor 71 Tahun 2010 (zn.ang Standar Akuntansi
Pemerirtanan, Peraturar Menteri Keuangan Nomor 225/PMEK 05/2016
tentang Pencrapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada
Pemerirtan  Puset  dan  Peraturam Mentert Keuangan  Nomor
224 /PNK.D5/20°n tenang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan

Nemor 219/PMK (5/2C 3 Tentang Kebiakan Akurtansi Pemerintah Pusal.
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Berdasarkan Peraturen Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016
tentang Fenerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Eerbasis Ak-ual pada
Pemerinteh  Pusat  sstiap Kemerterian  Nega-a/Lembaga  wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban oelaksanaan Anggaran

Peadapeaten dan Belanja Negara berbasis akrual.

Kementeran Komunikasi dan Informatika me-upaxar salah satu entitas
pclaporan yang berkewszjiban menyelenggarakan skuntansi da- laporan
pertanggungjawaben a-es pelaksanaan Anggaren Pencapatan dan Belanja
Negara dengan menyusun laporan keuangan sestai ketentuan-<etentuan
di atas. Namur, dikarenakan terdapat preses bisnis di lirgkungan
Kementcr.arr Komunikas: dan Informetika bersiiat khusus maka akan
berdampak nada perlakuxan akuntans: terkait akun oiutang, persediaan,
kewajiban /ulang dar opendapatan. Atas casar Lel tersetut perlu
ditetapkan kebiakan skuntansi peryusunen laperan keuangan di
lingkungan EKementerian Komunikasi dan Informatika khususrya yang
mengatur  mengenai  pengakuan, pengu=<uran, penyajian dan
pengungkapan atas akan-akun piutang, persed-aar, kewajiban/utang, dan
pendapaten yang belum diatur dalam Peraturar: Menteri Keuangan Nomor
224 /PMK.05/2016 tertang Perubahan Atas Peratarar Menteri Keuangan
Nomor 21€ /PMK.J5/2012 Tentang Kekijakan Akun-ansi Pemerintzh Pusat.

Dasar Hukum

Pedoman Mentesi Kcmanikasi dan Informatika -entang Kebijakan

Akuntansi Penyusunen Laporan Keuangan Kement=rizn Komun:kasi dan

Informatika yang sclanjutnya discbut Pedoman didesarkan pada ketentuan

peraturan perandang-uncangan sebagai berikut:

1. Undanzg-Uadang Nemor 17 Tahur 2003 tentang Xeuangan Negara
(Lembaran Negara Xepublik Indonesia Tahun 2003 Normor 47,

Tambanan Lembaran Negara Republix Indonzsia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesie Tahun 2094 Nomor 5, Tambahan
Lembarar. Negara Republik Indonesia Nomor 43E55);

3. Undang-Undang Ncmor 15 Tahun 2004 <entang Perreriksaan
Pengelclaan dan Tanggung Jawab Kcuangan Negare (Lembarar Negara
Republk Indonesia Ncmor 66, Tamtahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 440C);
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Undang-Undang No=—or 39 Tahur 2008 tenteng Kementerian Negara
(Lembaran Negare Republik Inccnesia Tanun 2008 Nomor 166,

Tambzhan Lembarar Negara Repukiik Indonesiz Nomor 49161:

Peraturar Pzmerictzh Nomor 71 Tahun 201C tentang Standar
Akuntansi Pemerinteban (Lembaran Negare Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nom.or 5165);

Peraturar. Permerinzen Nomor 45 Taaun 2013 -Zentang Tata Cara
Pelazsanzan Anggarzn Pendapatzr dar 3elenja Negara (Lembaran
Negera PRepuklikk Irdonesia Taku= 2015 XNcmor 103, Tambahan

Lembarar. Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

Perattran Pemerintek Nomor 27 Takun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negare 'Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tamkbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5E33);

Peraturan Presider Nomor 54 Tehua 2015 tentang Kementerian
Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negera Republik Indonesia

Tahun 2015 Ncrmer 96

Peraturan Merteri ZXeuangan Nomor 04,/”MK 06/2015 tentang
Pendelegasian  Xewenangan dan Targgung Jawab Tertentu dari
Pengzlcla 3arang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik

Indoresia Tahur 2025 Nomor 20);

Peraturan Men-cri Kcmunikasi dar ‘nformatike Nomor 1 Takun 2016
tentang Crgan:sasi dan Tata Kerjz Kementerian Komunikasi dan
Informatika (Berita Negara Repubiik Inconesia Tahun 2016 Nomor
103);

Peraturan  Merteri Keuangan Ncrmor 224/PMK.05/2016  tentang
Perubzahan Azas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
219/PMK.05/20-3 Teatang Kebijaxzn Akuntarsi Pemerintesh Pusat
(Berita Negara kepublik Indonesia Tahun 2016 Nemor 2144);

Peraturan Mereri Xeuangan Ncmor 225/PMK.05/2016 tentang
Penerapan Standar Axuntansi Pemerintakan Zerbasis Akrual pada
Pemer-intal: Pusal (Zcrita Negara Republik Indonzsia Tahun 2016

Nomo= 2159);
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13. Peraturan Menteri Keuangan Ncmor 222'PMKX.05/2016 tentang
Perubzhan atas Peraturan Menteari Keuangan Nomor
177,/PMK.05/2015 :entang Pedoman Penvusunen dan Penyampaian
Lapcran Keuengan Kementerian/Lembaga ‘Berta Negara Republik

Indonesia Tahan 2C~6 Nomor 2153);
Maksud car Tujuan

Pedoman ini disusun cengan maksud sebagai nedoman bagi Satuan Kerja
di lingk-ngan Kementerian Komurikasi dan Informatika dalam
penyelenggaraan akuntansi atau pelaksanaan sistem dan  prosedur
akuntans: serta penyusunan dan penyajian laporar. keuangan Kementerian

Komunikesi can _rformcetika.

Sedangka= vjuan disusunnya Pedoman ini adalah

1. mewujadkan akurtabilitas penyajzan laporen keuangan berbasis
akruel sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintehan (SAP); dan

2. mewtjudkan kesarmaen pemahaman dalam pe-lakian akuntansi yang
meliputi pengekuan, pengukuran, penyajian den pengungkapan akun-
akun pada Lapcran Keuangan Kementerian Komunikasi dan
Informratika, khasusnya akan-akun niutzng, persediaan,
kewajiben /utang dan pendapatan vang belum diata- dalam Kebijakan

Akuntans: Pemerintah Pusat.

D. Definisi

1. Piutang adalan jumleh uang yang akan diterima oleh pemerintah
dan/aau hak pemcrintah yang dapa: dirilaei dengan uang sebagai
akibal perjanj.an, kewenangan pemerintan berdesarkan peraturan
perundang-uncanger yang berlaku azau akibat lainnya yang sah, yang
diharackan ditzrima pemerintah dalam wakxtu 12 (dua beles) bulan

scjak tangzal pzlancran.

2. Piutang Jangke Par;ang adalah piutang vang d harzpkan/dijadwalkan

akan d:lerima dalax jangka waktu lebih cari 12 (dua belas) bulan
sctelal tenggal pe_azoran.

3. Tagihan Tuntu.an Perbendaharaar vang scianjutnra disebut Tagihan
TP ada_ah suatu prcses penagihan yang dilakuken terhadap bendahara
denger tuyjuan antuk menuntut penggantian azas suatu kerugian yang
diderita cleh negara secbagai akiba. langsung azauran tidak langsung

dari suatu perbuazan melangger hukum varg dilakukan oleh
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bendahara tersebut  atau  keleleian  celam  pelaksanaan  tugas
kewajibannya.

Tagihan Tuntatan Canti Rugi yang selanjutnve disingkat Tagihan TGR
adalah suatu oroses yang dilakukan terhadan pegawai negeri bukan
bendaharz dengar tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu
kerug:an vang diderita oleh negara scbagei axibat langsung ataupun
tidax langsung cari suatu perbtuatan melanggar hukum yang
dilakukar olex pegawai tersebut atau keslala.an dalam pe.aksanaan

tugas kewajibannye.

Persediaan adalek aset lancer dalam bentuk bareng atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan
ooerasioral pemerintah, dan barang-barang yang cimaksudkan untuk
dijual dan/etau disecrahkan daam rangka pelayanan kepada
masyarakat.

Kewajibar /U-eng edalah kewajiben pemerntan terhadap pihak
lain/ pihak ketiga karena penyediaan barang dan‘atau jase ataupun
karena adanys putusan pengadilan yang mewejibkan pemerintah

untuk membayar sejumlah uang/kompensasi kepaca pihak lein.

Pencapaten Bukan Pajak-Laporan Operasicnal yang selanjutnya
disebut Pendezpatan Bukan Pajak-LO adalah hax pemerintah yang
tidak berasal dari perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangen yang diakui scbagai penambah ekuitas dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan dan -idak perlu dibayar

kembali.

Pendapatan Da-i P2nggunaan Spckt-um dan Frekuiensi Radio adalah
pungutan atas ijin penggunaan spektrum frekaensi radio selanjutnya
disctut Pendapatar: Dari Penggunean Spext-um dan Frekuensi Radio
(nama lama: Biaya -lak Penggunaan 'BHP) Soekxtrum Frekuensi Radio)
untuk Ijin Stasian Radio (ISR) dan Iz:n Pita Spektrum Frekue=si Radio

(IPSFR' yang d:kitung berdasarkan —umusan “er:ent..

Surat Pember:tzhuer Pembayaran ermohonan Bara yang selanjutnya
disingkat SPP Permmohonan Baru adaah surat pemberitahuan
pembavaran vang merupakan alat bukti oenagihan biaya hak
penggunaan (BAP) Spektrum Frekucns: Radio urtuk pemohon ijin
baru yang mern:liki masa tenggang pembayarar: 30 thari) sejax tanggal

terbit.
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Pendapatan Biaya Izin Amatir Radio adaleh pendapatan yarg berasal
dari pengenzzr Tiaya atas izin yang dikenzkan urtuk hak mendirikan,
memiliki. mengcoerasikan stasiun radio car menggunakan frekuensi
radio peda elokasi yang telah ditentukan untuk amatir radio di
Indonesia.

Pendapatan Biave Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk adalah
pendapatan vang berasal dari psngenezar bizya atas izin yang
dikenakan uatuk —ak yang diberikan oleh D:rek-ur Jenderal kepada
seseorang yarg memenuhi persyaratan untuk mendirikan, memiliki,
mengoperasikan stasiun radio dan merggunakan frekuensi radio

Komunikasi Radio Antar Penduduk KRAP).

Pendapatan Biayza Ujian Radio Elektronika der. Operator Radio adalah
pendapatan vang oerasal dari pungutan biaya yang dikenakan pada
peserta 1jien negara  sertifikasi radio elextronika dan sertifikasi
operator rado. Jattk penentuan tarifnya Dercasarkan jenis dari
sertifikas: yang dinilih. Pada sertifikat radio elektronika (sertifikat radio
clektronika xelas —, sertifikat radio elektrorika xelas I), sedangkan
pada sertifikat operator radio (sertifikat cperator terbatas, sertifikat

operator umum, can sertifikat opera-or stasrun radio).

Pendanatan 3iaya Sertifikasi Kecekapan Operator Radio Konsensi
adalah pendanatan yang berasal da pungutan biaya yang dikenakan
pada peserta ujian negara sertifkasi kscaxapan operator radio.
Scrtifikasi tersebut digunakan untuk mengoperasikan perangkat radio

yang menggunaken frekuensi radio dinas bergerak darat.

Pendapaten Biaye Peonyelenggaraan/Pengawasan Ujian Amatir Radio
adalah pendapatan yang berasal dari pungutar: bizya yang d-kenakan
pada Calen Amatr Radio dan atau Amatir Radio guna menetapkan

tingkat kecakepannra.

Pendapatan  Biaya  Sertifikasi  dan  Permohonan  Fengujian
Alat/Perargkat Teickomunikasi adalah pendapatar yang berasal dari
pengenaar  biayz atas penguiian den  kalibrasi  pesrangkat
teleckorunikasi yang akan beredar di wilayah regara Indonesia dengan
mengacu =<epada peraturan-peraturan tekris -erkait telekomrunikasi

dan biaya ocnerbitan sertifikat alat/perangkeat telekomunikasi.
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Pendapatan Hezk Pengelolaan Nama Dcrmain  Indonesia adalah
pendapatan yang berasal dari kegiatan pendaftaran dan/atau
penggunaan Nama Domain Tingka: Tinggi ndones:a

Pendapatan BHF Te.ckomunikasi adalah pencapatan yang berasal dari
purgutan yarg berasal dari kewajiban vang harus dibayar sctiap
peryclenggara telekomunikasi kepada Xementerian Komunikasi dan
Informatka.

Pendepatan Izir Fenyelenggaraan Penyiaran adalah pendapatan yang
diperoleh dari purgutan yang beresal dari permohonan Izin
Penyelenggarean Pz=viaran (IPP).

Pendapatan Izin Penyelenggaraan Pos adalah pendapatan yarng berasal
dari pungutar. varg terasal dari penerbitan izin penyelenggarzan pos.
Pendepatan Konrtribusi Penyclenggaraan Layznan Pos Universal yang
sclam utnya disebut Xontribusi Penyzlengge-asn LPU adalah kewajiban
yang herus d-bavar clch sctiap Penyelenggara Pos sebagai xontribusi
terhadan pembiavaan layanan pos universal dan merupakan
penerimaan ncga-a bukan pajak.

Kontribusi Kewaj-bax Pelayanan Universal/ Universal Service Obligation
(KKPU/USO) edzlan pendapatan yang dipercleh cari pungu-an yang
berasal dari kewzj:pan yang harus dibayar setiap penyelenggara
telckomunikasi kerzda Balai Penyedia cer Pergelola Pembiayaan

Telckomunikasi dan Informatika,

Pendapatan Pcrbarkan adalah pencrimaar ceri jasa perbankan dari
pemanfaatan surplus kas BLU yang ditemzatkan pada instrumen
ceposito

Pendapaten Jasa Pendidikan Lannya paca Pusat Pendidikan dan
Pclatihan Pegawzi ada’ah pendapatan yang berasal dari pungutan dari
penyelenggaraen oendidikan dan nelatihan di Pusat Pendidikan dan
Pelatkan Pegawai (Pusdiklat Pegawai) Kementer-an Kominfo.
Pendapazan Uarg Perdidikan-Sckolah Tingg: Multi Media Yogyakarta
adalah psndapatan vang berasal dari pungu-an pada setiap mahasiswa
yang mendapet pendidikan di Sckolah T-nggi Multi Media Yogyekarta.
Pendapatan ujian resuk, kenaikan tingka: dan akhir pendidikan-

Sekolah Tingg: Multi Media Yogyakarta adalah pendapatzn yang



26.

28.

29.

= B

berasal cari pungutan kepada calen mahasiswa baru dalam rangka
pembelian formulir pendaftaran makasiswa barc.

Pendapatan Axhir Pendidikan acaleh pendapatan yang berasal dari
pungutar. kepada manasiswa yang izlah selesa: menempuh pendidikan

untuk melaksarakar- wisuda.

. Pendapatan Pencid:kan  Lainnye-Sekolah  Tinggi Multi  Media

Yogyakarta adaleh  pendapatan yang beresal dari biaya
pendidikan /dik at/ skort course yang diszenggarakan Sekolah Tinggi
Multi Mecia Yogyakarta.

Pendanatan _“zsa Penyewaan Sarana dan Prasarana pada Pusat
Pendicikan dan Pelatihan Pegawa: — Sekretariat Jenderal dan Sekolah
Tinggi Multi Media Yogyakarta ada.ah pendapztan yang berasal dari
pungutan dari nenrewaan gedung den peralaten di Pusdikla: Pegawai

Kementer.an Kominfc dan Sekolah T:nggi Multi Media Yogyakerta.

Pencapaten-Lecoran Realisasi Anggaran yang sclanjutnya disebut
Pendapaten-LRA dzlam hal ini dixlasifikasikan dalam peadapatan
bukan pajak-LRA =zdalah semua penerimaan 1ang yang masuk ke
rekening Kas Jmum Negara, diakui sebaga: penembah Saldo Anggaran
Lebik (SAL) yeng menjadi hak pemerintah dalem perioce tahun

anggaran vang bersangkutan dan tidek pe-lu dibayar kembali.
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BAB [
{EBLJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

Kebijakan axuntarsi oiuteng membahas kebijakan akuntansi baik piutang
jangka pendek maupun piutang jangka panjang yeng ada di lirgkungan
Kementerian Komunikasi dan Informatika. Terkait dengan pengelolaan
piutang kerugian negara zkan dibahas dalam Piutang Jangka Panjang.
Piutang yangz timbul akibat pengelolaan Penerimaar Negara Bukan Pzjak pada
Sekolah Tinggi Multi Mecia Yogyakarta dar Pusat Peadic:kan dan Pelatihan
Pegawai mengacu rpada <erangka kcnseptual axuntansi pemerintah,
Pernyataan Standar Aszurzansi Pemerintahan (2SAP dan Interpretasi

Pernyataan Standar Akurtensi Pemerintalk iPSAP) vang bersesuaian.

A. Piutang Jangka Pendck
1. Jenis-Cenis Piutarg
a. Piutang Pendeonatzn Dari Penggunaan Spekt-um dan Frekuensi
Radic;
b. Piutang Hak Pengelolaan Nama Domain Indones:a
c. Piutang BHF Telexcmunikasi;
d. Piutang Izin Peny=lenggaraan Penyiaran;
e. Piutang Konwribus: Penyelenggaraan Layanan Pcs Universal; dan
f. Pmutang Kcntribusi Kewajiban Pelayanan Universal/ Z'niversal
Service Obhgatior. (XKPU/USQ);
2. Pengakuan Pittang
a. Piutang Pendanetan dari Penggunaan Spekitrum dan Frekuensi
Radio (BHP Frexuensi):

1) Pengakuan F:-tang BHP Frexuensi atas SPP Perpanjangan
mer-gacu peda pengakuan psndapatan sebagaimana tercantum
dalam Ee&b VI momor 3.a dan 4 a pedomar menteri ini;

2) Piutang BH? Z-ckuensi atas SPP Perpanjangzan diakui jika pada
saal jatun —emrno belum dilakakan pembayzran dan disajikan
senesar piuterg pokok den denda sesua: ketentuan yang

berlaku ci reraca pada akhir periode;
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3) Piutang atas Wajib Bayar yang mer.gajikan keberatan kepada
Menteri Komurikasi dan Informatika dicatzt ke dalam piutang
di Neraca sampai adanya keputusan Menteri yang bersifat tetap
(inxracki). Terhadap tagihar ini axar dilaporkan ke dalam
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

4" Apabila terjed: kesalahan pencatatan pmutang maka dilakukan
koreks: pencatatan akuntensi segera sete.ah diketakui pada

periode xesa.akan ditemukan

b. Piuzang Halk Perngelolaan Nama Domain Indcxesia:

1) Pengakuan “mutang mengacu pada psngakuan pendapatan
scbagaimana dimaksud dalen: Bab VI necmor 3.e dan 4.b; dan

2) Piutang ciakui jika pada aklkir pericde mesih terdapat kurang
bayar pzkok dan denda scbagaimana dituengkan dalem Berita
Acera Percocokan dan Penelitan (Ccklit).

c. Piutang BH? Telckemunikasi, Xontribus: Peayelenggaraan Layanan
Pos Un:versa. dan Kontribusi Eewgjiban Felayanan
Universal/ Urnuversal Service Obligaiion (KKPU /USO):

1) Pergakuan ZPiutang mengacu pade pengakuan pendapatan
sebagair-ara dimaksud dalam Bab VI nomor 3.1, 3.i, 4.c dan 4.f;
dar

2) Piutang diakii jika pada akhir periode masih terdapat kurang
bayar pckox dan denda sckagaimane dicuangkan dalam Berita
Acara Penccceokan dan Penedtian (Cokdit) ateu berdasarkan hasil
pemeriksaan Tim Optimalisasi Penerimean Negara Badan
Pengawazan Keuangan dan Pembanguran (OPN BPKP) yang
dittangkan delam Surat Pemberitahuan Pembayaran atas
<ekuarangan pembayaran;

c. Piutang Izin Penyelenggaraan Penyiaran (I[PP)

1) Piutang Izin “enyelenggaraan Penyiaran (IFP) diakui jika pada
aknir pe-icce axuntansi masik terdapat wajib bayar yang belum
mclakukzr. pembayaran atas Surat Perirtah Pembayaran (SPP)
vang telak jatah tempo; dan

2) Jntak S$PP IPP Prinsip, SPP Tahun Pertama IPP Tetap dan

Perpanjargan jika sampai dengan tanggal jatuh tempo belum
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d:lakukan oeunasan maka dianggap t.cak akan menggunakan
izin dimaksuc dan segala hak vang diperoleh gugur dengan
sendirinya. Pada tahap ini taik pendapatan dan piutang tidak

diakui.

3. Fenguakuran Fiatang

2

Scluruah/sebagcan nominal  vyang  tercatat dalam Surat
Pembzritahuan/Perintah Pembayvaran yang masih tertunggak pada
seat tanggal jatuh tempo; dan

D:tarrbah denda szsuai dengan nominal tertunggak terhitung mulai
dari tanggal pembayaran paling lama 24 (cua puluh empaz) bulan.
Pecmbayaran yer.g dilakukan pada satu her: setelah tanggal jatuh

tempe diarggap scbagai satu bulan utth,

4. Panyajiar dan Pengurgkapan

da.

€2

Piutang disa'ikan nada pos aset lancar di Neraca menurul jenis-
jenis piutanz. “ictang yang diperkirakan tidak tertagih perlu
disisihkan deri pcs piutang ager nilainya sama dengan nilai bersih
yang depat direz -sasikan (net realizable value).
Penzrtaan Ekesarrva penyisihan piatang cilakukan berdasarkan
kralitas kezerteginan piutang yang ditetapkan berdasarkan
kebjakan akurtansi yang mengatur masaleh penyisihan piutang.
Jumlelk penyisihan piutang merupakan pengurang dari akun
piutang.
Apabiia terdapat penyajian piutang delam mata uang asing pada
nerece menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal
pe.apceran. Sclisih oenjabaran pos Piutang dalam mata uarg asing
antare tanggal transaksi dan tanggel pelaporen dicatat sebagai
pendapatan szlisih <urs yang belum Zcrealisesi (Akun 491111) atau
beban kerugian szlisih kurs belum terezlisasi (Akun 596211).
Informrasi mengena- piutang yang oer-u diurgkapkan dalam catatan
ates leporan keuengan adalah:
1) Kenjjakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian,
pengakuen car sengukuran piutang;

2) Rircian jenis-ezis dan saldo menurut kuzlitas piutang;

3) Perkitungan penyisihan piutarg tidak tertagih:
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4) Perjelasan atas penyelesaian piutang apekah masih diupayakan

S)

6)

oeragihan  2lch  satuan  kerja  atev  sudah  diserahkan
oengurusarnyve kepada Panita Urusen Fiutaag Negara (PUPN)/
D:rektorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN);

Penjclasan atas piutang yarg masuk dalam Aparat Pencgak
Hukum (APH . ; can

Berang jeminen atau barang sitaan.

. Tlustrasi Jurnsal

da.

Pada seat akkir periode

Jurna_ Akruzl

Jurra. as [T:dak Adaflurndi] _-

Tanggal ! P ailoant s Uraian Akun ' S e B p Cr
cd,/ mm/yyys 1 Exxx Piutang Jangka Pendek Kxx
e B _ | Pendapa-an Negara Buxen
£2ewRXR . XXX
Pajak

Padz saat peny:sibtan piutang tak tertagih pada akhir periode

pelapcran.

Jurra. Axrual

Tanggal Akrn | Uraian Akun Dr Cr

Jurnal Kas [Tidak Ada Jurnial_]"

dd/mm, yyyy 594211 | Beban Penrisihan FPiutang PN3P | xxx

Mencazat jurnal penvis han piutaﬁg PRBP

1:6211 | Penyisihan

tertagih - piatang PNBP

Saal psnghertian pengakuan pittang.

1)

2)

Peryerahen Fax Tagih ke Iastansi yang berwenang menagih
pittang dengen kategori mszcet (PUPN/LCirektorat Jenderal
keskeyaa= Negarg)

Jurral Akrual Tidak Ada Jurnal]

Jurral Kes ‘Tidak Ada Jurnall]

Pzr.¢chapusan Piutang berka zgori macet sstelah mendapat

parsetujuan dar: instansi yang serwerang (PUPN/DJKN)
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Jurnal Akrtcal

Tanggal [ Akun e Urzian Akun Br e

¢d;mm/¥ryy =~ 116211 | Penyisthan Fiutarg tak tertagih | socx
- piutang ?NBP

i 115xxx | Piutang Jangka Pendex . ] xxx

Jurnal Kas Tidak Ada Jurnal]
3) Hapus Mulzk
Jurna_ Ak-uzl [Tidak Ada Jarnal]
Jurna. Xas [Tidak Ada Jurnal]

d. Saat penerimzen pembayaran atas piutang yang telah d:hentikan

pengakuanaya.
«urnal Akraal
Tanggal Ak}.m Uraian Akun Dr Cr
dd/ ‘nm/v‘rw 212121 | Diterima dari entitas la:n XXX
o | LIEXKK Pendd]:_i;tan . _ﬂ-é_ggl:ﬁ BE]:(&_I'I- e __E_
Pajak

Mencatat jurnel pérl—CI'EﬂaaIl pembayaran atas piutang yang telah

dihertikan cengakueananya.

Jurnal Kas

Tanggal | Akun | = Uraian Akun Dr | Cr
dd/mm/yyyy 218711 | Utang kapada KUN XXX
| 42xxxx | Pendapeten  Negera Buxan | XXX
Pajak

Mencatat juna. oenerimaan perrbavaran atas piutang vyang telah

cihenzikan pergak_arnya.

¢. Pada perioce onelaporan diketahui terjadi kesalahan pencatatan

piutang meka dilekukan koreksi nencatatar: akuntansi.
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Jurnel Akrual

‘1] Ketika _cbih Saji

Tanggal Akun Uraian Akun Dr Cr
dd; mm/yyyy 391119 | Koreksi Lainrya XXX
 115xxx | _II’iu't'a-rig J'ang:ca Pendek J XXX
Mencatat jtirr..al korelksi lebih catat piutané - -

[2] Ketika Kurang Saji

—T;_J—:Lg—gal | Akun  Uraian Akun ; : Dr Cr
cd/mm/yyyy | 115xxx | Piutang Jangka Pendek XXX
261119 | Koreksi La-nnya XXX

| Mencatat jurzal kcr-eksi kurang catat p'rut".;‘ng

[Ticak Ada Jurnall
6. Penagihan dan penzzrahan Piutang Macet
a. Terhadap p-utarg yang penagihannya disera=kan kepada Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara oleh Kermenterien Komunikasi dan
Informatika, pengakuan atas piutang tersenut tetap melekat pada
Kemerterian <Xomunikasi dan Informatika. Klasifikasi piutang
sesual dengan klasifikasi awalnya. Sebegai con:ioh, piutang bukan
pajak Kementerien Komunikasi can Infermatika (aset lancar)
discrahkan penzgihannya, karena macet, kepada Panitia Urusan
Piutang Negere / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
(PUPN,DJKX). Nilai piutang dimaxsud zctap disajikan sebagai
piutang bukan pajak (aset lanceari, dan tdak dircklasifikasi menjadi
norn: lancar.
k. Penyerahan ziuteng kepada Direktorat Jenderzl Kekayaan Negara

depat dilaksanakan setelah piutang cikategorikan macet.
7. Penyisiher Piutang
Penyisinan Piutang d-klasifikasikan sebagai berikut:
a. Lancar disis:thkan sebesar 5%o
Piuzang belum jatuh tempo.

b. Kurar.g Lancer d:sisihkan sebesar 10%
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Apanla dzlam jangka waktu 1 satu) bulan ternitung sejak tanggal
Surat Taghan Pertama (diterbitkan 1 (set:) bulan setelah tanggal
Jatuh tempo) zidak dilakukan pelunasan.

c. Diragukar: disisihkan sebesar 50%

Apabila delam ‘angka waktu 1 (sata) buler terhitung sejak tanggal
Surat Taginar: kedua tidak dilakukzn pelunasan;
d. Macet disisihkan sebesar 100%
1) Apabile dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak
tangga’ suret tagihan ketiga tidak dilakikan pelunasan; atau
2) Piutang telah diserahkan kepada Zanitia Urusan Piutang
Negara.
B. P-utang Jangka Fznjang
1. Cenis-Jenis Pittang ~angka Panjang
e. Tagiken Tuntutar Perbendaharaan (Tegihan TP)
b. Tagihen Tuntutan Ganti Rugi (Tagihan TGR)
2. Pengakuan Pivtarng Jangka Panjang

Fiutang Tagihen TP/TGR diakui epabila telah memenuhi salah satu

kriteria kberikut:

a. Telah ditardaza=gani Surat Ketsrangan Tenggung Jawab Mutlak
(SKTJM);

b. Telah diterbitkar Surat Keputusan Pembebanan Penggantian
Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada rpihak yang dikenakan
tuntutan Geanti Kerugian Negara; ata

c. Telah ada putuasan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum
tetap (inkracht van gewijsde) yang menghukumr seseorang untuk
membeyar sc¢junleh uang kepada pemerintah.

3. Pengukuren Pitzang ~angka Panjang

Piutang terkait kerugan negara dicatat sebesa- tagihan sebagaimana

yeng ditetapkan dzlam Surat Pember:tahvan/Perintah Pembayaran

yeng masih teriunggak pada saat tanggal jatuz “empo atau pada saat
akhir semester I dan II dan ticak mencazst atas denda terkait

keterlamEetan.
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Penyajian dar Fergungkapan

Pada Lanoran Keuzngan Tahunan, Tagihan T?'TGR yang jatuh tempo
lebih dari 12 Eular setelah tangga' pelaporan disajikan pada necraca
scbagai piutang jangka panjang. Scdangkan Tagihan TP/TGR yang
jatuh  tempo kurang dari 12 bulen setelah tanggal zclaporan
dircklasifixasikzn sebagai Aset Lance-.
Nilai pruzang di Neraca harus terjaga egar ailanya sama dengan nilai
bersin yang capa: Zirealisasikan ‘net reclizable vclue) maka, piutang
yang diperkiraken tidak tertagih pe-la disisihkan da-i pos piutang.
Penentuan besarzva penyisihan piutang dilaxakan berdasarkan
kualitas keterzagibzen piutang yang ditetapken bercasarkan xebijakan
akuntansi yang r-engatur masaleh penyisinan piutang. Jumlah
penyisihan piutarg merupakan oengurang atas nilai pos piutang
jengka nanjang da~ jika masih ade, termasuk porsi pos piutang jangka
pzndex.
Penyajian piutarg jengka panjang dalam mata tang asing pada neraca
mrenggunakan kuss tengah Bank 3Sentral pada tanggal pzlaporan.
Selisin perjabaren pos Piutang Jangka Panjarg dalam mata uang asing
antara tangga! t-ensaksi dan targgal pelaporan dicatat sebagai
pendepatan selisih xurs yang belum terealisasi (exun 491111) atau
bebar: kerugian sel'sih kurs belum -erza’isasi ( asun 596211).
[lustrasi Jurnal
a. A mer.gakui tclax lalai kehilangen Barang Midk Negara dan bersedia
mengganti  keruagian  negara sejumiah Rp.  xxx dengan
menandatazgar: Surat Keterangar Tanggung Jawab Mutlak di atas
materai.

Jurnal Akrual

Tanggal Akun ; Uraian Akun Dr | Cr
dc/mm/yyyy 132111 | Piutang Tagihan TP/TGk AR
R | £23921 | Pendapatar Pelunasan Zuteng XXX
Non Bendahara

Jurna_ Kas Tidak Ada Jurnal]
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b. A melakukan pembayaran sccara angsuran Rp. xx melalui

Bendehara Negara. Setelah civerifikasi dokumen pendukung,

EBendzhara Negera segera menyvetorken pembayaran ke kas negara.

Jurna. Akrual

‘ Tanggal | Akun Uraian Akun Dr | Cr
dd/m=m/yvyy 312121 | Diterima cari Entitas Lain XXX
152111 | Piutang Tagihan T, TGR |  xxx

Jurnal Kas

Tanggal Amun | - Uraian Akun Dr Cr
dd/mm/yyyy 215711 | Utang Kep=da KUN XXX
223921 | Pendapatan Pelunasan Piutang | | xx
[ Non Bendznarza

| . 2 = i TR S s i )
Jika pada axhir tahun anggaran (31 Cesembsr) masih terdapat
saldo kas c. Bencahara Pencrirmaan yaag belum diseto- ke Kas

Negara.

Jurnzl Akrual

. Tenggal | Akun : Uraian Akun Dr Cr
3./12/yyyy | 111711 | Kas di Bencahara Penermaan | xxx
| 152111 | Piutang Tegihen TP, TGE XXX

Jurnal Kas Ticek Ada Jurnal]

Jike tcrdapat 3SBP  atau  scteran salce kas di Bendahara

Penerimaar. ahu= anggaran yarg lalu.

Jurral Akrual

[1]
Tanggal Akun | Uraian Akun Poa Dr Cr
dd, mur/yyyy 323121 | Diterima dari entitas lain XXX
N 152111 | Piutang Tagihan TP/TGR | | xxx
Tanggal  Akun | = UraianAkun | Dr | Cr
dd, mm/yyyy 152711 | Piutang Tegaan TP/TGR | xxx
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’7-_-_ . _T].T_ *ng‘,_d:lE(:'—ndahara Penermmaan XXX

Mencatat jurnal cenvesuaian setelah menyetorkan sealdo penerimean ke

kas regara

Jurna’ Kas

'_'_i‘l_:._:iééél | Akun Uraian Akun S Cr
"~ dd/mm/yvyy 2 9711 | Utang Espada KUN ] xxx
223921 | Pendapaten Pelunasan Piutang XXX

Non Bencahara

Jurnal terkait Barang Milik Negara yang -elah dinyatakan hilang
terka:t kerugiar negara pada neraca laporan keuangan adalah
sebage- beri<ut:

1) Menghentiken penggunaar Barang Milik Negara dan

mereklasifixesikan dari definitf ke aset lain-lain

Tanggal Akun ~ Uraian Akun Dr | Cr
dd/mm/yyyy | -56111 | Aset Lain-_ain xxx |
“27111 | Akumulas: ' "]-f'er:}usttén_ ©xxx

Peralatan dan Mesin

~32111 | Peralatan dan Mesin XXX
I ~59121 | Akumulasi Fenyusutan hset | | xxx
Lain-Lain
| |

Disesuaikar cenge= jen:s barang yarg lrgzyatakan alang

2) Setzlah dilakukan reklasifikasi dan dokumen pendukung telah
lengkap serte telah memiliki putusan huakum yang tetap (baik
dinyatakan =zarus diganti atavupun diryatakan dibebaskan)
maka dilak-kan usulan penghapusan tanpa menunggu
terselesainya =xerugian negara {(delam hal dinyatakan

merapakan kz-ugian negara).

Tanggal | Akun | ~ Uraian Akun T iprr [ Cr

[ dd/mm/yyvy 556111 | Beban Kerugian Pelepasan Aset XXX

| Asct Lain-Lain XXX

126111

129121 | Akumulasi P-znyusutaﬁ Aset | xxx

Lain-Lain
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596111 |

Beban Kcru—gian Pelepasan Asect

XXX

' D-sesuaikar apakan“;-:ada saat }ula.';g_mlaz buku deri aset dimaksud masih

ada atau tidak Ji<a tidak ada maka jarnal ketiga can keempat tidak ada.

Saat punj)_r:{s_'lan _piutan_g

1) Fenentuan besarnya penyisihan piutang dilakukan berdasarkan

kualitas ketertagihan piutarg yvang ditetapkan be-dasarkan

kedijakan ekuntansi yang mengatur masalah penyisihan

Frutang.

2) Jumlah pervisihan piutang merupskan pengurang dari akun

piutang

Pizteng Kerug-a= Negara

Jurnal Akrua -Begian Lancar

Tanggal 5

“dd/rm/yyyy

Jurnsl Akrﬁa-.‘p

Akun

Uraian Akun

Beban }‘Gn?yl_sﬂ'ldt Piutang
Tagihar Tuntutan
Perbencsharaan/Tuntutan

Ganti Rugi

Penyisihan I}ITl‘l.a;lg  Tidak

Tertagik - Bagian Lancar
Tagihan Tuntttan
Perbendaheraan

Bééign Jangka Panja_ﬁg |

Tanggal Akun Uraian Akun Dr Cr
dc;rr‘r 'yyyy c34931 | Beban Penyisthan Piutang | xxx
Tidak Tertagik Jang<a Panjang
- Tuntutzn Perberdsnaraan/
TuntutanCGant: Rugi
~ 15€311 | Penyisihan  Piutarg  Tidak | xxx |

Tertagih - Tuntuzan
Perbendaharaan/ Tantu-an

Ganti Rugi

Jurnel Kas [Ticak Ada Jurnal]

Saat penghentian pengakuan piuang

1) Seal pecmbayaran piutang TP/TGR
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Jurna_ Ak=uzl

Tanggal [ Akun | = Uraian Akun c e er
dd/mm/yyvy 513121 | Diterima dari entitas .ain =
- 152111 | Piutang Tagihan TP/ TCR | axx

Jurnal Kzs

" Tangga:. | Akun | = CUraian Akun Dr Cr
dd/mm/y¥y | 2z9711 Utang kepada KUN XXX
- 7i‘,3921—“'}_ Pend_aa;ﬁ ) Pér_yelesa;a_n TGR XXX
Non Bencakara

423922 Perdapa:zn Penyelesaian Turtutan Perbendaharaan untuk TGR

pegawal yang menieci Bendahara

2) Penyeranan -ak Tagih ke Irstansi yang serwenang menagih

piutang dengar kategori macet (KPKNL).
Jurnal Akruel [Tidak Ada Jurnal]
Jurnal KEas [Tidak Ada Jurna’|

3) Penghapusar Piutang berkezegor: maczt setelah mendapat

persetujuar dari instansi yang berwenang (DJKN/KPKNL)

Jurnal Akrusl

Tanggal Akun : Uraian Akun Dr Cr

dd/mm/yy¥y | 132311 Penyisihan Piutang Tidak | xxx
Tertagih - Tantu-zan
Perbendaharaan/ Tantuian

Ganti Rugi

152111 | Piutang Tag-han TP/TCE | o=xx |

Mencatet jurnal hapts buku piutang PNBP

 Jurnal Kas  Tidak Ada Jarnal
h. Saat penerimaan kembali atas penghertian pengakuan piutang.

Jurnal Akruel

Tanggal | Akun | = Uraian Akun Dr Cr
dd/mm/yyyy 3°2121 | Diterima dari ertitas la:c XXX
422621 | Pendapatan Pelurasan utang | | xxx
Non Bencakara
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Mencatat jurnal ﬁ-:her_i}naan kembali etas pcng!iénﬁan pcngakiian ﬁiTJ_taﬁ_g 1

Jurna. Kas

 Tanggal Akun |  UraianAkun | Dr | Cr
- dd/mm/yyyv | 2:9711 | Utang kepada KUN e
e 423921 | Pendapaten Pe unasar _Piutangm ] xxx |
Non Bendahara
| e

Mencaat juraal penesimaan kembal: aras penghent-an pengakuan piuzang

i Pada oeriode pe.aporan diketahui terjadi kesalahan pencatatan

piutang masxa di.akukan korcks: nencata-an akuntansi.

Jaraal Akrezl

Tanggal Akun Uraian Akcn Dr Cr
¢d/mm/yyy~ 252119 | Koreksi Leinnyve XXX
o - | 152111 | Piutang Tegihar T2, TGR XXX

Mencatat jurcal koreksi lebih catat prutang

Jurnel Akrual

= Taﬁgg;i Akun Uraian Akun

dd/mm/yvr 122111 | Piutang Teg:han TP, TGZ2

201119 | Korcksi La-nnya

Mencatat jurnal ko-eksi kurahg catat p_iu-tang_ -

6. Penagihan dan Zenyerghan Piutang Jangka Panjang

a. Terhadap piatang ;angka panjeng yang cenagimannya diserahkan
kepada Panitia TUrusan Piutang Negare/D:rektorat Jenderal
Kexayaan Negara (PUPN/DJKN) oieh Kementerian Komunikasi dan
Informatika, peagaxuan atas piutang tersebut tetap melekat pada
Kementeorian  Kormunikasi dan  “nformatika. Klasifikasi piutang
jangke panjarg aca ah sesuai dengan klasifikasi awalnya. M:salnya,
pittang jargka ranjang yang diseranken penagihannya, karena
macct, kepaca PJUPN/DJKN, maka n:lai piitang dimaksud tetap
disajikan sebagai p-atang jangka panjang dan tidak direklzsifikasi

mecnjadi asct larce-.
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Penyerahen riutang jangka perjang kepseda Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara dapat dilaksanzkan seteleh piutang dika-egorikan

mecet

. Penyisihan Pratarg Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Jangka Panjang ciklasifikasikan sebagai berikut:

a.

lancar disisihkan sebesar 5%o

Piutang bzium jatuh tempo (Surat Keterangan Tanggung Jawab
Mutlak /SK Pembebanan)

kurang larcar d:sisihkan sebesar 10%

Apzbilz dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terkitung sejak tanggal

Surat Tagitan Pertama (diterbitkan 1 (satu) bulan setelak tanggal

catuh tempce) tidak dilakukan pelunasan;

diraguxan cisisizkan sebesar 5%

Apabila dalam jangka waktu 1 (setu) bulan terhitung sejak tanggal
Surat Tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan:

macet disis:nkzar sebesar 100%

1) apenila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak

—anggal surat tagihan ketiga t:cak dilakuzan pelunasan. atau

2) piutang “eleh diserahkan keoada Paritia Jrusan Piutang.

. Sural tagihan yang terdit sebelum tanggal ;atul tempo tidak cianggap

sebagai su-at tagihan 'dianggap seckagai surat pemtbteritahuan).
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KEBIJAXAN AKUNTANSI PERSZLCIAAN

Kebijakan akuntansi pzrsedizan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika
sccara  umum mengact pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
224 /PMK.05/2016 tertarg Perubahan Ates Peraturan Menteri Keuangan Nomor
219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Kebijakan
ini lebih dikhususkan pace ex<untansi persediaan atas barang persediaan yang
akan diserahxan kepada mesvarakat.

1. Jenis-jenis Pe-sediaan

a. Barang atau pé:ler:gkapan (supples) yang digunakan dalam rangka
kegiazan operasiorel cemerintah, contoh: barang habis pakai seperti
suku cadang.bereng tak habis pakai sepert: komponen pzsralatan
dan pipa, dan bararg bekas pakai seperti komponen bekas, kecuali
Bararg-barang yang memang direncanakan habis pada satu kegiatan
dan tidak dialokasikan dari belanja barang perseciaan.

b. Bararg yang disimpan untuk cijual atat diserahkan kepada
masyarakat celam  rangka  kegiatan pemerintahan, contoh:
tanah/Dangunan/peralatan dan mesin/aset tetap lainnya untuk
diserahkan kepada masyarakat/pemda, kecueli barang yarg akan
diserahkan kcpada nengguna barang lainnya melalui mckanisme alih
status pengguneaen.

2. Pcngakuan

a. Persediaan diakui pada saat:

1) Polensi manfaa: ekonomi mase depan diperolech dan mempunyai
nilai atau biaya yvang dapat divkur dengen andal. Biaya tsrsebut
didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di
da.amnya -erdepal clemen harge bdararg persediaan schingga
bizya tersedut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi,
dan bersifat netra.; can/atau

2) Pace saal dixerima atau hax kepemilikannya dan; atau
kepenguasaarnye berpindah. Dokumen sumber yang digunakan
schagail per.gakusr perolehan persediaan acalah faktur, kuitansi,

atau Berita Aca~e Serah Terima (EAST).
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b. Persediaan dicatat menggunaxan metode perpetual, yaitu
pencatatan  persediaan  dilakukan  sctiap  “eradi  transaxsi  yang
mcmpengaruh- persediaan (perolckan dan pemezkaian).

¢. Pencatatan berarg persediaan dilaxukan bercasarkan satuan barang
yang lazim dperganakan untuk masing-masing jenis barang atau
satuar: darang .ain yang dianggap paing memada: dalam
pertimbangan materialitas dan pengendal:an pencatatan.

d. Pada akhir periode pelaporan, catatan persedizar disesuaikan dengan
hasil inventarisas: fsik (opname fisik perseciaan). Inventarisasi fisik
cilakukan atas barang yang belum dipakai, balk yeng masih berada di
gudang/tempa. peryvimpanan maupun persedizan vang berada di unit
pengguna.

¢. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang -idak dilaporkzn dalam
neraca, tetap: ditrgkapkan dalam Catatan a-as Laporan Xeuangan
(CaLK) serta Daftar Persediaan Barang Rusaz atau Usang menjadi
lampiran dalan- Lapo-an Keuangan.

. Beban persediaan ciakui perbulan berdasarken perhitur-gan dari
transaksi penggunaan persediaan. penyecrahan persediaan kepada
masyarakat azau sebab lain vang mengak batxan berkurangnya

jumlzh persedizan.
3. Pengukuran

a. Perscdiaan berupa barang atau oerlengkapen untuk mendukung

keglatan opcrasional disajikan sebeser:

1) Biaya perolezan apabila diperoleh derngan percoelian, yang meliputi:
a) harga pembelian;
b) biaya pengangkutan,;
c) biaya penangsnan;

d) biaya lainnye yang secara langsung cepat dibebankan pada

perolechan perszdiaan; dan
c) dikurangkar octongan harge, rabat, dan lainrya yang serupa.

2) Niai wajar, apat-la persediaan d:peroleh dz-- cara lainnya seperti

donasi, rampaser /sitaan dan lannye.
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b. Perscdiaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat,

biaya ocrolcharaya meliputi harge pembel-ar se-ta biaya langsung

yang danat diocbankan pada perolehan persediaar tersebut.

Dalam rargka penyajian beban persed:zaan nace Laporan Operasional,

Beben Persed-aan dicetat sebesar pemakaiar perseciaan (use of goods).

Fengakuran pemekaien persediaan dih-tung berdasarkan inventarisasi
fisik, yaitu dzngsen cara memperhitungka=s saldo awal persediaan
ditamkah per:delian atau perolenan persediaan cikurangi
dengan saldo ak=xir persediaan, yang hasilrya dikalikan nilai per

unit sesuzi dengar metode penilaian yang digunakan.

4. Penyajian dar Pengungikapan

Perscdiaan hzrus disajikan dalam Neraca dan Catstan atas Laporan

Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan untuk persediaan mengungkapkan:

a. Kebijakar aku=zans: yang digunakan dalam penguku-an perseciaan;

b. Penjelasan leb™ lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan

d.

yang diguanakan delam pelayanan masyarakat, barang atau
perlengkepan wang digunakan dalam prosss procuksi, barang yang
disimpan untux dijaal atau discrahkan kepada masyarakat, dan
barang yeng masin dalam proses produksi yang dimaksudkan
untuk dijual atau ciserahkan xepaca masyarakat;

Penjelasan atzs selisih antara pencatatan cengan hasil inveatarisasi
fisik; dan

Jenis, jumlzh, dar nilsi persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

5. Perlakuan Khasus PerseZiaan:

a.

Perseciaan berupa barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/
pihak ketiga yang masih dalam proses nembanguren sampai dengan
tanggel pelaporan, maxa atas pengeluaran- pengeluaran yarg dapat
diatribusikzn untuk pembentukan aset tersebut “etap disajikan sebagai
persedizan (bukan Xonstuksi Dalam Pengeorjagn).

Perseciaar: oerupa bereng yang akan discrakkan ke pemda/organisasi
kemasyarskatan, sosial, keagamaan, kekudavaan dan pendidizan non

<omersial melalali mckanisme hibah dicatat dalam persediaan sampai
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dengar terbitnya Berita Acara Seran Terime (BAST).

c. Fersediaan berupa zarang yang akan diserahkan ke Pemda/organisasi
kemasyarakatan, scsial, keagamaen. kebudayaan can pendidikan non
komersial melalui mekanisme hibzalk yang sejz< awal perolehan dicatat
scbagai perscdiaar dan telah lewat cari 1 (satu) tahun sejak
diperolehrya barang persediaan tersebut. diatur sebzagai berikut:

1) Sudah dilakukar proses hibah (teiah terbit psrsetujuan hibah namun
belum ditncaxlaajuti dengan BAST), cicatat sebagai persediaan
dalam nereca Zzn diungkapxen dalam Catatan atas Laporan
Keuangan;

21 Sudah dilekukar proses hibah (celan terbit persetujuan hibah dan
sudah ditndaklanjuti dengarr BAST dan Naskah  Hibah),
d:hapusbuxukar dari persediaar dalam neraca dan diungkapkan

dalam Cateten atas Laporan Keuangan; dan,/atau

Belum dilaxakar tsulan persetujuan izin hibzh namun barang telah
diserak<xan terletih dahulu kerada pererima hibah dicatat sebagai
persediaan dalam neraca dan diurgkapkan dalam Catatan atas

Lapora— Keuange.

d. Penceatatan perscd.aa= berupa barang wvang aken diserahkan kepada
masyarakat dan barzng dalam proses produksi vang dimaksud untuk
dijual atau diserankan kepada masyarakat pada akhir periode
didasarkan paca opna—e fisik yang dituangkan d=zlam Berita Acara Serah
Terima Opcrasional (BASTO) atau dokumen lainaye yang dibuat oleh
pinak pencrime barang.

6. Ilustrasi Jurna:

a. Pada saat perclchan,/pembelian persedican setelak persediaan dicatat

dan membukukan di Buku Besar Akraal dengan jurnal:

Tanggﬁl i —‘__ﬁku_n Uraian Akti.n_- % Dr Cr
’ 1 _7xxx | Persediazn XXX
~ 17911 | Persediaen  yang  Belum CXxx
Diregister

Ketika membavar pembelian persediaan, X2A  menjurnal dan

membukukan ci Buku Besar Akrual dengan jurnac:
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Tanggal Akun Uraian Akun Dr Cr
22xxxx | Belanje Barang Operasional X%%
- 323111 | Ditagihkar k- “ntites Leir  xxx

Scrta KPA I_hc-::iju;na'l dan membukukan di Buku Besar Kes de_ﬁgan

jurnal:
Tanggal Akun Ura_iap. Akan Dr ' Cr
| 53XXXX” ; Belanja Barang Cperasicnal XXX
5323111 | Ditagihken ke Entites Lain XXX

Pada saa- pcnggﬁ_ﬁélan barang persediacn, KPA 'menju;rnal dan

membukuxzan di Buka Besar Akrual der.gan jurnal:

 Tenggal J_ Akun T Uraian Akun pr | Cr
=93xxx | Beban Pe-sed aar B ] x|
117xxx | Persedizan XXX

|

Pada saat akh-r periode peiéporan serhu dilakakan opname sik dan

penyesuaian a-as saldo persediaen. berdasarkan hasil opname fisik

apabila saldo perseciaan sebelum opname fisik lebih besar maka KPA

menjurnel dar membukukan di Buku Besar Akrual dengan jurnal:

l

i Tanggal Akun Uraizn Akun Dr Cr
- | £93xxx | Beban Persediaan xxx
L Txxx Persediaan o a XXX

Apabila saldo perseciaan sebelum opname fisik letih kecil maka KPA

menjurnel dan memzukukan di Bux<u Besar Akraal dengan jurnal:

Tanggal Akun Uraian Akun Dr Cr
117xxx | Persediaan XXX ]
a EZ3xxx | Beban Persediaan | xxx
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BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP RENOVASI

Suatu satuan xerja dape. melakukan perbaikan/renovasi aset tetap yang
dimiliki dan/atau dikuasainya. Renovasi dapat dlazukan terhadap semua
barang milik negara dalam keclompok asct tetap, namun demikiar renovasi
terhadap akun “enah dan akun asect tetap lainnya -arang ditemukan. Apabila
aset tetap yang dimilki dan/atau dikuasai suatz K/L direncvasi dan
memenuhi kriterza kasitalisasi aset tetap, make renovasi tersebut umumnya
dicatat dengan menambah n:lai perolehan aset tetap ya—g bersangkutan.
Namun demikizn. dalam hal aset tetap yang direnovasi tersebut memenuhi
kriteria kapitalisesi dan buxzan milik suatu satker, maka renovasi tersebut
dicatat sebagai aset tetap .ainnya. Biaya veng dikelua-kan antuk meclakukan
renovasi umamnya adalah belanja modal aset “erkait. 3iaya perawatzn schari-
hari untuk mempertahankan suatu aset fctep dalem kordisi normalnya,
termasuk di dalamrya ozageluaran untuk suka cadang, merupakan
pengeluaran yang suasstazsinya adalah kegiazan pereliharaan dzn tidak
dikapitalisasi mesxipun nileinva signifikan.

Berdasarkan obvcknya, reccvasi aset tetap di “ngku-gan satuan kerja K/L
dapat dibedakan men adi 3 (t.ga) jenis, yaitu:

1. Rerovasi aset tetap milik sendiri;

2. Renovasi aset tetap suken milik-dalam lirgkup entiizs pelaporan; can

3. Renovasi asct tetap bukan milik-diluar lingkug entitzs pelaporan.

A. Recnovasi Asct Tztap Milik Sendiri
Renovasi ase. tetap mZix sendiri merupskan perbaikan aset tetap di
lingkungan sataan kerja pada K/L yang memena=: syarat kapitalisasi.
Renovasi semacam iri akan dicatat sebagai penambe= n:lai perolenan asect
tetap terkait. Aoabila sampai dengan targgal pelaporan renovasi tersebut
belum seclesai d-kerjakan, atau sudah selesai sengeraannya namun belum
discrahterima=<en, make aken dicatat seoegai KDF.

B. Renovasi Aset Tetap 2uken Milik-Dalam Lingkup En=as Pelaporan

Renovasi asct “ctap dalam lingkup ini mencakup oerbaikan aset tetap
bukan mil:k suatu satuan kerja yang mermenuhi syarat kapitalisas: namun

masih dalam sa-u entitas pelaporan. Lingkup renovas: jenis ini meliputi:
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1. Renovasi zsct tetap milik satuan ker a lain dalam satu K/L; dan
2. Renovasi asct tetep -ril’k satuan kera K/L lain;

Rencvasi semacam in:, pada satuan kcrja yang mez.axakan renovasi tidak
dicatat scbzgai penembah nilai perclehan asetr tetap terkait karcna
kepemilikan asect tetap terscbut ada pada pihak lain. Renovasi tersebut
apabila telah selesa: d-lakukan sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan
scbagai aset “etap lain=va-asct renovasi can disaikan di neraca sebagai
ke.ompok aset tetan. Apabila sampai cengan tanggal pelaporar renovasi
tersebut beitm selesai dikerjakan, atau sudah selesai
pengerjaarnya ramwun belum diserahterimax<an, maka akean dicatat
sebagai konst-uksi dalam pengerjaan.

Pada akhir tanun anggaran, aset renovasi :ni scharusnva discrahkan pada
pemilik. Mckanisme penverahannya mengkuti peraturan yang berlaku.
Jika dokumen sumker penyerahan -ersebut telek d:terbitkan maka aset
tetap renovesi tersecbu: dikeluarkan dari nereca can satuan kerja K/L
pemilik aset akan mencatat dan menambahkannva secbagai aset tetap
terkait. Namun apabila sampai dergan akhir periode pelaporan aset
rerovasi ini belum juga diserahkan, maka satker K/ yang melakukan
rer.ovasi terhedap aset tersebut tetap akan mencetat sebagai Aset Tetap
Lainnya-Aset Rencvasi.

Renovasi Ase= Tetep Bukan Milik-Dilua- Enttas Pelaporan

Renovasi asct tetap celem lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap
bukan milik suatu sauan kerja K/L, d: luar entites pelaporan yang
memenulbl syarat kapitalisasi.

Lingkup rencwvasi jenis i1 meliputi:

1. Renovasi aset tezep milix pemerintah lainnya; dan

2.Rcrovasi aset tetan milik pihak lain, selain pemerintah (swasta,

EUMN/D, veyasan, cen lain-lain).

Renovasi semacam iri. pengakuan den pelaporaanva serupa dengan
renovasi aset bukan miix-dalam lingkup cntitas peleporan sebagaimana
butir 2 di ates, yaitu banwa pada satuan kerja yangz melakukan renovasi
tidek dicatat scbagai penambah nilai ocrolchan aset “etap terkait karena
kepemilikar zset totep tzrsebut ada pada pihak lair. Apabila rencvasi aset
terscbut telah selesei dilekukan sebelur: tanggal pelancran, maka transaksi

renovasi akan dibttkuxzsr sebagai aset tetap lainnva-aset renovasi dan
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disajikar di reraca scbagai kelompok ezset tetap. Apabila sampai dengan
tanggal pelanoran renovasi terscbut bslum selesai dikerjakan, atau sudah
sclesal pengerjaarnya ramun belum cissranterimakar, maka akan dicatat
sebagai KDP

Pada akhir masa perjer.an pinjam pekai atau sewa, aset renovasi ini
secharusnya disecrahkan pada pemnilik. Mexanisme penyerahannya

mengikuti peraturar yang berlaku.

Jika dokumen sumber penyerahan tersebut telah dizerbitkan maka aset
tetap renovasi tersebut cikeluarkan dari neraca dan satuan kerja K/L atau
pemilik eset zkan mencztat dan menambahkanrya sebagai aset tetap
terkait.

. Kebijakan Khusus Kencvasi Aset Tetap Buxar Milik-Diluar Entitas

Pelaporan di Lingkungar Kementerian Komunikasi dan Informatika

Dalam menja.anken tugas dan fungs: suatu seatker/KL, dikarenakan
adanya keterbatasan ase. berupa gedurg dan banginan yang dimiliki,
suatu satker melaxukan perjanjian sewa gedung untuk merjalankan
aktifitasnva. Azar gedurg yang disewa dapat memenuni standar dan atau
kebutuhan suatu satker, naka satuan <erja melekutkan renovasi terhadap
gedung yang disewa terseout. Dalam melakukar pencatatan atas renovasi
tersebut, sataan kezrja zerpedoman pade ketentuan sebagaimara diatur
dalam ketertuan di atas.

Dalam keentuan d- atas diatur bahwa pada akhir masa perjanjian pinjam
pakai atau sewa, aset renovasi ini scharusnya diserabkan pada pemilik.
Namun scringkali citema: dalam perjanjian sewa d-scbutkan bahwa pada
akhir masa sewa satker harus mergembalikan kondisi gedung yang
disewanya scoerti scdia kala. Dengan adanyva kcensekuensi dari perjanjian
scwa tersebut, maka penverahan Aset Tetap Renovasi pada akhir masa
sewa tidak deoat dilaksanakan dikarenakan »ihak vang menyewakan

gedung tidak oersedia un-tk menerima Aset Tetap Renovasi tersebit.

Apabila terjadi koncisi scbageimana di etas, sclama masa sewa satuan
ker'a tetep menca.at rcnovasi yang dilakukannya sebagai aszt tetap
lainnya-asetl removesi dar disajikan di neraca sebagai kelompok asct tetap
dan wajib memberizan penjelasan dalem cztatan azas laporan Keuangan
atas kond:si —erscbut. Peca akhir masa sewa satker menghapuskan aset

tetap renovasi tersebat, sesuai dengan kerentaan yang berlaku.
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BAB V
KEBIJAKAN AKUNTANSI XEWAJIBAN, UTANG

Kewajiban merupakan utarg yang timbul dar: peristiwa masa lalu yang
penyelesaiarnye  mengakibatkan aliran  keluar sumber daya ekonomi
pemeriniah. Secara umum, Kebijakan Akuniansi Kewajibar/Utang tclah diatur
dalam Pcracuren  Menteri Keuangan Nomo- 224, PMK.05/2016 tentang
Perubahan Atas Peraturen Menteri Keuzngan Normor 219/PMK.05/2013
Tentang Kebijakan Akuntensi Pemerintah Pusat Lampiren IX. Ruang lingkup
Kebijakan Akurtensi Kewajipan/Utang yarg diatu- dalam Pedoman tentang
Kebijakan Akuntansi ini nenya meliputt Kewajiban/_teng terkait tuntutan
hukum.

1. Pengakuan

Kewajiban/Utang diakui pada saat pemerintah telah menerima hak atas

barang/jasa termasuk barang dala= perjalanan yang telah menjadi

haknya dan telah mempunyai nilai per:yelesaian yang dapat diuku- dengan
andal.

a. Dalam hal kontrak pembangunan fesilitas ateu pengadaan peralatan,
maka kewajipan/utang diakui peda saat sebagian/seluruh fasilitas
atau peralatan -ersebut telah diselssaikan sepagaimana dituangkan
dalam berita ecara kemajuan peckeraen/screh terima, tetapi belum
dibayar.

b. Dalam hel terdapat tuntutan hukum =ztas Kewajiban/Utang, maka:

1) Apabila tuntutar hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap
(inkracht), -elak dilakukan teguran olen Pengadilan Negeri
(aanmaning) setcmpat, tidak dimungkinen lagi upaya hukum
lanjutan/luar biesa dari pemern-ah dan telah dianggarkan dalam
DIPA, r-maka nilai tuntutan hukum yarg suceh inkracht diakui
scbagei Utang Kepeda Pihak Ketiga;

2) Apabi.a tuncutan nukum telah memiliki putusan pengadilan tetap
(inkracht), tclah dilakukan <egaran olen Pengadilan Negeri
(aanmaning) setempat, tidak dimungkirkan _zgi upaya hukum
lanjutan /luar biesa dari Kemkominfo, namun belum dianggarkan
dalam DIPA meka nilai tuntutan hukum yeng sudah inkracht
be.um diakui sebagai Utang Kepada Pihak Ketiga namun

diungkapkan dalam Catatan atas Lagoran Ksuangan,
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3) Apabila —untutar hikum belum memiliki putusan pengad-lan tetap
(inkracht) aza masih dimungkinkan dilazukan upaya hukum
lanjutan,/luar b:ase, maka tidak d.akui scbagai Utang Kepada Pihak
Ketiga namu~n diurgkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuzngan;

Pengukuran

Kewzjiban/Utang -erhacap tuntutan hukum diakui sebesar nilai nominal
atas kewgjiban entitas oemerintah terhadap bararg/jasa yang belum
dibayar sesuei kesepexstan/perjanjian dan putusar pengadilan tetap
(inkracht,. Apabile kewa iban jangka pendek tersebut dalam bentuk mata
uang asing maka hz-us dijabarkan dan dinyatazan dalam mata uang
rupiah dengan merggunakan kurs tengah Bank Sentral pada akhir periode
pelaporan.

Penyajian dan Per.gungkapan

Kewajiban/ Utang harus cisajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan
Keuangan.

Dalam hel tercapat tuatazn hukum atas Kewajiban 'Utang, maka:

a. apabiia tuntutan kua=um telah memiliki putusar pengadilan tetap
(inkracrt), telah d:la<uxan teguran o¢h Pengadiar Negeri (aanmaning)
setempat, tidak dimangkinan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa
dari pemerintan dar. telah dianggarkan dalam DIPA, maka nilai
tuntuzan hukum yang sudah inkrackt disajikan sebagai Utang Kepada

Pihak Ketiga da.an Neraca Laporan Ksuengan;

b. apabila tuntutar azkum telah memiliki putusas pengadilan tetap
(irkracht). tzlah cilak_kan teguran oleh Pengadiian Negeri (aaamaning)
setemoat, tidak dimurgkinkan lagi tpava hukum lanjutan/lvar biasa
dari Kemkomir:®, namun belum dianggarkan calam DIPA, maka nilai
tuntutan hukum yzrg sudah inxracht hanye ciungkapkan dalam

Cetaten atas Laporzn Keuangan secara memadai.

c. apabila turtutzn nukum belum memiliki putusar pengadilen yang
inkracht atau masiz dimungkinkan dilekukan upaya hukum
lanjutan/luar biase, azau belum memasuki tuntatar hukum dan tidak
didukung dengen deser perhitungan yang anda, rmaka nilai tuntutan
hukum hanya diungzapkan dalam Zatatan atas Laporan Kcuangan

secara memadesl.
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4. Ilustrasi Jurral
a. Jurnal Penyaian -untutan hukum atas Kewsjiban/Utang pada Non
BLU
1) Jurnal Pengezuan Kewajiban/Ulerg yang te.ah berkekuatan hukum
tetap (irnkracnz) den telah dianggarkan dalam Z“IPA
Tanggal  Akun Uraian Akun ] Dr Cr
dd/mm lyoyse | B01119 | Koseks!Labaye | xxk
o - | 272191 |Utang Keoada Pihak Xetga XXX
Lainnya
2) Jurna. ijé_nyesuaiaﬁcwajiban /Utang féﬁgﬂ te.ah d-lunasi
Tanggal Akun Uraian Akun Dr | cr
dd/mm/yyyy 272191 | Utang Kepzca Pilak Ketiga —_ainnva | xxx
= T Sxxoox Beban ... (sesuai déhé&j ak:n | KKK
belanja paZa SPM/SP2D)
31Jurnal Korsksi Xcwajiban/Utang yang sudal  disajikan, 'himun
belum memasuki tuntutan hukum dan <idax didukung dasar
perhitungan vang andal
~ Tanggal Akun ""ii}._g;inqlﬂkun | Dr Ccr
dd/mm/yyyy 212191 | Utang Kepada Pihak Ke.u‘ga Leinnya | xxx
321119 | Koreksi La:n-ya ] x=x
1
b. Jurnal Penyajia= tun:utan hukum atas Kewajibar: /Utang pada 3LU
1) Jurnal Fengaxuar. Kewajiban/Utar.g yang tele~ berkekuatar hukum
tetap (inkrackt, dan telah dianggarkan dalam CIPA
Tanggal Akun Uraian Akun EETATIE __ﬂr Frer
e TR T ey T
b 272121 | Utang kepada Pihak Ketiga ELU C Emx
2) jﬁ?ﬁ':;l_P_e_ﬁ}?esu_éign Kewajiban/Utang yang teiah dilunasi
Tanggil- Akun a2 U:ai;;n_ﬁkun il Dr | Cr
dd/mm/yyyy  2.2121 | Utang kepaca Pihak Ketiga E_U | xxx | |
o Sxxxxx | Beban ...... :sesﬁ_éi _Hénga:‘. akta | | =xx
belanja paca S23B/SP2D)
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31 Jurnal Xorcksi Xcewajiban/Utang yang sudzh disajikan, namun

belum memasucki tuntutan huk-m dan -idax didukung dasar

perhitungan vang andal

: Tanégal

 dd/mm/yyyy

B PSR

Cr

| Akma | e s~
2:2721 | Utang kepads Pikak Ketige BLU xxx
3€1.19 | Koreksi Lanrva

N

l
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BAB VI

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

Kebijakan Axuntans: Pencapatan membahas secera khusus kebijakan

akuntansi pendapatar: baix untuk Laporan Opecrasicral (LO) maupun untuk

Laporan Realisasi Arggaran (LRA). Rueng LIngkup Akuntansi Pendapatan

adalah scluruh Pencrimazn Negara Buken Pajak veng ada di lingkungan

Kementerian Komunikasi Zan Informatike sebagaimana ditetapkan sesuai

dengan ketentuan.

A. Pendapaten-10O

1. Pendapatan Bukan Peiak-LO terdiri dari:

a. Pendapatan Nega~a Bukan Pajak Leinnya; darc

b.

Pendapatan 2adan Layanan Umuam.

Pendapatan-LO dilaxsanakan berdasarkan azes bruto yaitu dengan

membukukan pendepatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya

(setelelk d-kompensasikan dengan pengeluaran).

2. Jenis-denis Pendapza-en-LO

a.

.f‘,l

¥

s

Pencapatan car: Biaya Hak Perggunaan Spekurum (BHP) dan
Frekuersi Racio;

Jenis pencepazan ini disahkan dengan diterditkannye Surat
Pemberitahuan Pembayaran (SPP) vang terdiri dari:

1) SPP Permchor.an Baru; dan

2) SPP Perpaniargan.

Pcndapatan Biaya zin Amatir Radio;

Pendapatan Eiaya Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk;
Pendapatan Eiaya Uj.an Radio Elektronika der. Operator Radio;
Pendapatan Eiaya Sertifikasi Kecakepen Operator Radio Konsensi;
Pendapatan Eiaya Penyelenggaraan; Pengawasan Ujian Amati- Radio;
Pendapatan B:iava  Sertifikas: dan Permohonan  Pzngujian
Alat/Perangka: Teickomunikasi;

Pendapatan Fak Fcngelolaan Narma Demain Inconesia,

Pendapatan 3iaya Hak Penggunaan (BHF) Telexomunikesi dan

Pendapatan Kontr.zusi Penyclenggeraen Layaran Pes Universal;
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]. Pendapatan Izin Penyelenggaraan Perylaran;
Jenis Izin Penyelenggaraan Penylaran yang diterbitkan:
1) TPP Prinsi;
2) 1PP Tetap: dan
3) Perpanjargan 2P.
Bieya IPP terciri ca-i:
1) Biava Izin Prinsip;
2) B:iava izin Tetap; dan
3) Biawva Izin Perpanjangan.

k. Pendapatan [zin Fenyelenggaraan Pos;

I. Kontribusi Kewzjiban Pelayanan Unaiversal/ Universal Service
Obligation (KKPU  USO);

m. Pendapetan Pzrbeaxan;

n. Pendapstan Jasa Pendidikan Lainnya pada Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai;

0. Pendarstan Uang Pendidikan-Sekolah Tinggi Multi Media
Yogyakarta;

p. Perdapatan U’ien Masuk, Kenaiken Tingkat dan Akhir pendidikan-
Sck clak Tinggi Ml Media Yogyakarta;

q. Pendapatan Akh:r P=ndidikan;

r. Pendapatan Pzndicikan Lainnya-Sekclah Tinggi Multi  Media
Yogyaka-ta;

s. Pendapatan Jasa Penyewaan Sarana can Prasarana pada Pusat
Perdidikan dan Peletihan Pegawai Sekre:ar:at Jerderal dan Sekolah
Tinggi Multi Med:e Yogyakarta.

3. Pengakuan Pendapatan-LO

a. Perdapatan Perggunaan Spekirum darz “rekuensi Radio;
Pcrdapatan-1.O BEP Frekuensi Radio permohenar: baru diakui pada
saa. SPP dibayar. Apabila pemchon/wajib Eayar tidak melakukan
pembaveran sampai dengan jatuh tempe, ma<a aolikasi SIMS akan

menghepus data SP? dan pemohon.
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Pendapatan-_0O BHP Frekuensi Radio perpanjangan diakui pada saat
SPP Porpaniangar. dibayar. Apabila wajib bayar tidak meslakukan
pembayaran sampai dengan jatuh tempo, maxa dicatat sebagai

piutang PNB? BHP Frekuensi Radio pada akl:r periode.

Pendapatan vang diterima dalam bentuk kes antuk izin yang periode
masa lakunva me.ewati akhir periode peleporan, maka besaran
pendapatan pada tahun berikutnye dicatat sebagai Pendapatan
Diterima Dimukz pada akhir periode pezlaporan. Sedangkan
pendapatan varg selum dibayar diakui dalam bentuk piutang pada
akh-r periode atas iz:n yang melewati akhir periode pelaporan maka
besaran perdapzzan pada tahun berikutnyz diungkapkan dalam

Catatan atas Laporan Keuangan.

. Pendapatan Izin Amatir Radio can Izin Kcrmunikasi Racio Antar
Pendudak

Pendapatan-_0O Izin Amatir Radio dan Izin Komunikasi Radio Antar
Pendudik ciaky: pada saat uzng diterima dan tercata: dalam
rekening koran 3endahara Penerimaan.

Pada aknir perioce pelaporan jika terdapat salde kas di Bendahara
Penerimaan yang berasal dari Pendapatan Izin Amatir Radio yang

belum disetor ke ¥as Negara (SS32 diakui sebagai Pendapaan.
Pendapatan 3iays Ujian Radio Elektronika dan Cperator

Rad:o Sertifikasi Kecakapan Onoera-or Radio Konsensi,

Penvelenggaraan, Pergawasan U ian Amatir Radio

Pendapetan-LO TUntuk Pendapatan Ujian Radio Elektron'ka dan
Operator Rad:o, Sertifikasi Kecakapan Operztor Radio Konsensi,
danPeryzlenggarzen/Pengawasa Ujian Amat:r Radio, diakui pada

saal ujien telah dZaksanakan.

Pada akhir pe~oce pelaporan jika terdapat Saldo kas di Bendahara
Penerimaan vang berasal dari Pendapatan Sertifikasi Kecakapan
Operator Radio Konsensi, Penyelenggarazn/Pengawasar Ujian
Amasir Radic, car Penyelenggarzan/Pengawasar: Ujian Amatir Radio
yang belum cisetc ke Kas Negara (SSBP) diaku: scbagai Pendapatan.
Atas pendapatzn veng diterima sebelum ujian ditaksanakan selama
periode  beralan dilakukan Denyesuaian sebagai Pendapatan

Dite-ima Dinctka.
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d. Pendapatan Sertfikasi dan Permohcnan Pzngujian Alat/Perangkat

Telekecmunikasi

Pendapatan-_0 Sertifikasi dar. Fermononan Pengujian
Alat/Ferangkat  Telekomunikesi diakui pada  saat  Surat

Pember-tahian Pembayaran (SPZ) dibayar.

Pcndapatan yarg diterima dalam bentuk kas untuk Sertifkasi dan
Pengujian Alat/Zerangkat Telekomunikasi yang sertifikat dan
Rekapitalast Hast Uji (RHU) nya melewati axnir periode pzlaporan,
maka pendanatarnva dicatat sebagai pendanatan diterima dimuka
pada ekhir periocde pelaporan.

e. Peandanatan Hak Fergelolaan Nama Domain Indonesia

Pendapatan hak nengelolaan nama domair Indonesia diakui pada
saat Laporar Ketangan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia
(PANDI) Urcudited diterima oleh Kemerterian Komunikasi dan
Informatika dar/ztau pada saat adanya aliran masuk sumberdaya
ke entitas. Apabiia perdasarkan pencocokan den penclitiar (coklit)
terdapa: perbedaan perhitungar pendapatan, maka dilakukan
penyestaian ternadap pendapatan tersebut

Apabila samrpa: dengan proses penyvusunan laporan keuangan
Kementerian  Xcmunikasi den  Informatka  PANDI  belum
menyerehkar laperan keuangan Unaudited maka pendapata~ diakui

pada saat dit=rbit<annya surat per.agihan.

f. Pendapstan 3H? Telekomunikasi dan Kontrinusi Penyelenggaraan
Lavanar Pos Un:versal
Per.dapetan-_O BHP Telexo>munikas: dan Kontribusi
Peryelenggaraar Layanan Pos Universal ciakui pada saat
peryclenggara jese dan jaringan tzlekomunikesi dan penyelenggara
pos membayer EE? Telekomunikasi dan Koat-:busi Penyelenggaraan
Layaner. Pos J-iversal berdasarkan pembayaran sccara self

assessment ke r=k=ning Bendahara Penerimaan dan telah disetor ke

Kas Negara sesuai dengan bukti Surat Sctorar: Bukan Pajak (SSBP).
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Pada akhir pe~ode peclaporen saldo di Fzkening Eendahara
Penermaan yang oerasal dari BHP Telekommunikasi dan Kontribusi
Penvelenggaraan Layanan Pos Uriversal yang belum disetor ke Kas
Ncgara (SSEP) diekui sebagai Pendapatan.

Jike pada axhir periode pelaporan masih -ercapat selisih kurang
pembayarar. pokck dan denda berdasarkan ber:ta acara pencocokan
dan penclitan (coklit) atau berdasarkan has:l pemeriksaan Tim
Optimalisas: Pensrimaan Negara 3acan Pengawasan Keuangan dan
Fembangunan (CPN BPKP) maka atas jamsah tersebut diakuil
scbagai piuzang. Sedangkan kka berdasarkar hasil Ccklit atau
bercaserkar kas’. pemeriksaan Tim OPN BFXP terdapat lekih bayar
maka nilai _ebih kayar tersebut diaxui sebagse: pendapatan tahun
be-jalan.

. Pendapatan Iz-n Fenyelenggaraar Penyiaran

Peadapatan-LO IPP Prinsip, Tahun Pertarra IPP Tetap dan
Perpanjangan diakui pada saat SFP dibayar. Apzbila pemohon/wajib
bayar tidak melekukan pembayaran sampai cengan jatuh tempo,
meka SPP dianggap batal.

Pzncdapatan-LO Taaun Kedua IPP Tstap den “ezrpanjangan diakui
pada saat dioayar. Apabila wajib bayar tidak melekukan pembayaran
sampai dengan ~a-uh tempo, maka dicata: sebagai piutang Izin
Penyelenggarasn ~enyiaran pade akhir perioce.

Pendapatan yang d-terima dalan: bentuk kas antuk izin yang periode
mrasa lakunva melewati akhir periode peleporan, maka besaran
pendapatan pada tahun berikutnye dicatat sebagal pendapatan
diterimz dimuke pada akhir periode pelazoran. Sedangkan
pencapatan vang belum dibayar diakui dalam bentuk piutang pada
akhir periode atas izin yang mclewati akhir periode pelaporan maka
besaran perdapatan pada tahun berikutnya diungkapkan dalam
Catatan atas _apcran Keuangan.

Pada akhir periods pelaporan saldo kas di Bercdahara Penerimaan
yang berasal deri [zin Penyelenggaraan Penyiaran yang belum disetor
ke Kas Nega-a (SSRB?) diakui sebagai Pendapatan. Pendapatan yang
diterima scbelum jatuh tempo SP2 sete.ah tahun pertama atas IPP
Tetap dan Perpanjangan sclama periods FEerjalan dilakukan

penyesuaian sebage: Pendapatan Diterima Dimuxz.



sl =

h. Pendapatan Izin Penyelenggaraar: Pos;

Pendapatan-LC  zin Penyelenggaraan Pos diakui pada saat
diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) /Surat Perintah
Pembavaran (SF?) Izin Penyelenggaraan Pos kepada pemohon/wajib
beyar dan telah d:lakukan penyetoran pembayaran oleh wajib bayar
ke reckening Benzehara Penerimaz=. Ditjen PFI.
Pada akhir pericde pelaporan selZo kas di Bendahara Penerimaan
yang berasal dari Izin Penyelenggaraan Pos yarg belum disctor ke
Kes Negara (SSBE?) diakui sebagai Fendapazan.

i. Kewajban Peleyanan  Universal/Universal Service  Obligation
(KKPU /USO:!
Pendepatan-LO ¥XPU/USO diakui pada saat penyelenggara jasa dan
jaringan telekcmunikasi memrbayar KKPU/USO  berdasarkan
pembeyaran secara self assessment ke rekening Bendahara
Penerrmaan dan telah disakxan oleh Xantor Pslayanan
Perbendaharaan Negara sesual dengan bukt: Surat Pengesahan
Pendanatan dan Zzlanja (SP2B).
Pada akhir periode pelaporan saldo di Rekening Bendahara
Penerimaar yang berasal dari KX2U/USO vang aelum disahkan oleh
Kantor Peclavanan Perbendaharaan Negara diakui sebagai
Pendapatar:.
Bila pada axhir periode pelaporan masih tercepat selisih kurang
pembayaran nokox< dan denda bercasarkan ber:ta acara Coklit atau
berdasarkan heasil pemeriksaan Tim OPN BPKP maka atas jumlah
terscbu~ diakui sebagai piutang.
Jika bz-daserkar hasil Coklit atau berdasarkan hasil pemeriksaan
Tim OPN BPXP tzrdapat lcbih bayz- maka nilai lzbih bayar tersebut
diakui scbaga: pecndapatan tahun berjalan.

4. Pengukuran Percapatan-LO

a. Pendanatan-_O EHP Frekuensi, Izn Amatir Radio, Izin Komunikasi
Radio Antar Per.cuduk, Ujian Radio Elektronika can Operator Radio,
Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Konsensi,
Penyelenggeraan ' Fengawasan Ujian Amatir Racio, Sertifikasi dan
Perrmohonan Pergujian Alat/Perangkat T=lekomunikasi dicatat

schesar:
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selaruh nila: pada SSBP tahun berja’an.

ditambszh szlde di Rekening Bendahera Penerimaan pada akhir
tahun berjalan;

dikurargi SS3P setoran saldc Rekening Bendahara Penerimaan
tahun la_u;

ditambal nilai pendapatan citerima dimuka yang dicatat pada
akhir oerioce sebelumnya untuk izin vang masa lakunya
berakhir paca tahun berjalarz. dan

dikurarz nilai pendapatan citerima dimmuka pada akhir periode
tahun bzrjelen untuk izin yang masa lakunya berakhir melewati

takun berjalan.

. Pendapatan Hax Pengelolaan Nama Domain Indcnesia

Pendapatan-LO cicatat sebesar:

1)

2)

3)

seluruh nilai pada SSBP tahun berjalan;
ditambalk sado di Rekening Bencahera pada akhir tahun
berjala=; dar

dikurangi SEBP setoran saldc Rekening Bendahara tahun lalu.

Pencapetan BEF Telekomunikesi dan Kontbusi Penyelenggaraan

Layenan Pos Uriversal

Pendapatan-_0 d:catat sebesar:

1)

2)

3)

seluruh nilai nada SSBP tahun berjalan;

ditambah saldc di Rekening Bendahara Pznerimaan paca akhir
tahun berja.en; dan

dikurangi SSEP setoran saldo Rekening Bendahara Penerimaan

tahun lalu.

Pencapatan —zin Fenyelenggaraan Penyiaran

Pencapatan-LO Izin Penyelengzaraan Penylaran dicatat sebesar

nom:nal yang telah dibayar oleh pemohon, dan besarnya PNBP yang

harus dbayer olch pemohon setagaimana tsrcantum dalam SPP

(termasuk jika ada Pzndapatan Denda).



. e

e. Pendapatar Izin Penyelenggaraan Pos
Pendapatar-_.0 Izin Penyelenggeraan Pos d:cz-at sebesar nominal
yarg tslah dibarar oleh pemohon, dan besarnya PNBP yang harus
dibayar olch pemohon telah dicantumkan dalam Surat Perintah
Membayar (SPM, s Surat Perintan 2embayaran (SFP).
f. Pendapatan Kort-ibusi Kewajiban Pelayaran Universal/Universal
Service Obligatior (KKPU/USO)
Pendapatan-LO KFKPU/USO PNBP d: Lapora: Ooerasional dicatat
sebesa~:
1) seluruk nilzi pendapatan pada SPZB (Surat Pengesahan
Pendapa-an can Belanja BLU) tanun ber-alan;
2) sehluruk nilai npendapatan yang belum memoeroleh pengesahan
da-i Kaator Pzslayanan Perbendaharaan Ivegara; dan
3) dikurargi SPzB yang beraszal dari salco Rekening Eendahara
Pererircean “ahun lalu.
5. Pznyajiar dan ?z2ngungkapan
a. Pendapatan-LO cisgjikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi
Pendapatan-LO calam mata —ang asing maka dijabarkan dan
dinyataxan dalam mata uang rup:ak. Perjabaran mata uang asing
menggunaker ku-s transaksi Benxk Sentral pada -anggal transaksi.
b. Disamping cisajikan pada Laporan Operasioral, pendapatan-LO juga
harus diungkapkan sedemikiar rupa pada Catatan atas Laporan
Keuangan schingga dapat memberikan sem_—a informasi yang
relevan mengenai 2entuk dari pendapatan-LC
6. Ilustrasi curnal
a. Pendapatan cari FN3P Non BLU
1) Pembayarer Pererimaan Nega-a 3ukan Pajak dari Wajib Bayar di
rexcning bendenara Penerimaan.
[Tidak Ada Jurnal]

2) Penyctorar dar: Bendahara Penerimaan ke XKas Negara.






Juraal Axrua.

;I‘éhggnl | Akun i Uraian Akun | Dr Cr
dd,/rrm_.rj_wyv =1 313121 Diterima Lari entits Lein | xxx
| 4wooxx | Perdapatan PNEP ' | xxx
I

3) Pada ekair reriode laporar masih terdapat saldo di Rekening

Bendaha-z Penerimaan yang belum disetor ke Kas Negara.

Jurral Axrual
Tanggzl Akun Uraian Akun Dr Cr
dd/mm,yyyy 111711 | Kas di Bendahara Pen erimaan XXX
o | dxxomx Pen:i.épatan PN3P i il —-‘_XXX

Mencatat ﬁé_n_capatan }ang masih ada di Bendahara Penerimaan
4) Pade takun =zerkutnya saat Bendahare Penerimaan menyetor
saldo yang tersisa ke Kas Negara.

Jurral Akrual

[=]

" Tanggal Akun | ~ Uraian Akun pr | or
02701 /32 313121 | Diterira dari Entitas —ain xxx
i 4xxxxx | Pencapatan PNBP | | Xxx

Ei-;:EE:atat}E“.“_&I p:r:ye_toan ke Kas Negara, berdasar deokumen sumber bt.l‘[.l]}d ]

SSBE atau co<umen yang dipersamakan dengan SSBP.

. S B
2]
'“"I_‘Eng_gal ~ Akun i [ilrajan..Aﬁun : Dr Cr
| 02/01 fz==x2 | 4m Pendaj}afan PNBP ' bloled -
o 111711 | Kas ci Sendahara Pener-maar. Xxx

‘Mencatata j-raal penyesuaian setelah menyetorkan saldo penerimaan ke kas

negars

5) Saat ada kurerg bayar pada akhir periode semester ‘I (akhir
tahun).

Jurnal Ak-ual

Tanggal Akun | Uraian Akun : Dr Cr

" Dd; mm/y¥yy 115211 | Piutang PNB? XXX




el

Mcr.catatj:mal- 31l

a ku

Axexeoex

rang baya

__i’eniﬂ_apatair PNEF

L=

6, Pada akhir periode pelaporan terdapat Pendapatan Diterima

dimuka cari hasil pembayarar: 3PP.

Jurnal Akrua_

Diterimna Dimuks

Tanggal Akun Uraian Akun Dx Cr
Dd/mm; yyyy FHXHXK Pendepatan PNB?P XXX
T 219212 | Pendepatan Buken Pajak Lainnya | | Xxx

Mencatat jurna! pendapatan diterima dicuka

7) Pade awel tatun bc”rikutﬁya_unﬁﬁc Peﬁc_iapatan__[)"i-{érirﬁa_dirhuka

tahun yang la™1 vang telah berzxhir masa laku izin.

Jurnal Akrual
Tanggal Akun ~ Uraian Akun Dr Cr
Ddfmm/y}jry 219212 Pendapetar Bukan Zgjak Lainnya | xxxz
Diterirme Dimuka
N 4xxxxX Pencap=tan PNBP ) ] xXxx
Mencatat jurnal talik Pendapatan Diterima Dimuka o ]
e e i - P —
b. Pendapatan dari 3LU
1) Pencrimaen dari Wajib Bayar sebesar Rp.xxx
Jurnal Akrual
L Tanggal Akun - Uraian Akon Dr Cr
Dd;/mm/yvvy =i 191 1 Kas can Bénk pad BLU XK
 4xxxxx | Pendapztan PNBP Xxx

2) Saat ada kurang bayar pada axhir periode sem

ester I/II (akhir tahun)

Dilakukar setelah ditanda tazgani has: berta acara coklit yang

menyatakzn terdapat kurang tayar/nikil bayar. Jurnal akrual bila

kurang bavar.

’  Tanggal

Akun

Uraian Alkun

7

J 31712/ yy=y

115714 }Piutang BLU Penyedie  Jasa | xxx
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Tele komunikasi

dxxxxx Ll-"en:iaﬁat_ah PNBP o Hoex

Mer-catata jurna. Ptang PNBP Kontr-busi KKPU; USC

Catetan

Terka't dengan PNBF Pendapatan Perbankan Jasa Pendidikan Lainnya
pada Pusat Pendidikan dan Pelatihar Pegawai, Pendapatan uang
pendidiken-Sekolah Tinggi Multi Media Yegyakartz, Pendapatan ujian
masux, kenaikan tngkat dan akhi- pendidixen-Sekolah Tinggi Multi
Media Yogyakarta, Pendapatan pendidikan _ain-ya-Sekolah Tinggi
Mult Media Yogyaxzarta, dan Jasa Penyewaan Sarana dan Prasarana
pada Pusat Pzndicikan dan Pelatihan Pegaws: Sekretariat Jenderal
dan Sckolah Tingg: Multi Media Yogyakarta mengzcu pada kerangka
konseptual akuntensi pemerintan, pernyataan standar akuntansi
pemerntzhan (PSAP) dan interpretasi Pernya-zan Standar Akuntansi

Pemerntah (IPSAP) yang bersesuaizn.

B. Pendapatan-_RA

1.

Jenis-Jenis Pendapatan-LRA
Jenis  Pendapatan-LRA  untuk pendapatan Negara bukan pajak
mencekup seluruh —endapatan Negara bukan pajak yang diptngut olch

K/L.

. Pengakuan Pencapatan-LRA

Pendapatan-LRA dizkui pada saat kas da-i pendapatan tersebut
diterimza d: Rekening Kas Umum Negara kecuali pe~dapatan BLU yang
diakui sleh percerintah pada saat pendapatan -erse-ut dilaporkan atau

disahkan cleh Eendzkara Umum Negara.

. Pengukuran Perdapatan-LRA

Pendapatan-LRA ditkur dengan menggunakan nila: nominal kas yang
masuk ke kas Negara dari sumber pendapatzn dergan menggunakan
azas orutc, yaitu pzndapatan dicatat tanpa
dixurergken/di<xompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk

memperolen per:dapatan tersebut.
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4. Penyajian dar: Pengungkapan

Pendapatan-LRA d'sajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi
Pendapa-an-LRA dalam mata uvang asing maka dijabarkan dan
dinyataxan Zaam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing
menggurakan kurs transaksi Bark Sentral pada tanggal transaksi.

Disamp:ng cisajikar pada Lapo-an Realisasi Anggaran, pendapatan-
LRA juga harus Ziungkapkan sedemikian repa pada Catatan atas
Laporan Keuangarseningga dapat memberikar semua informasi yang

relevan mengenai bentuk dari pendapazan-LRA.

5. Ilustrasi Jurnal

Pada saa: Pendapa-an-LRA diterime, maka axan di-urnal:

Jurna. Kas — Non ELU

i Tanggzl Akun Uraian Akun Dr Cr
04/01/sxx2 | 219711 | Utang Kepada KUN XX
4m__""§énéapalan PN3P - Xxx |
Menzatate jurnal kas atas penyetoran ke kas negare

Jurnal Kas - B_.J

_’.'.;;;lEgE__l_ o Ak'llﬂ-._" { B Uraian Akun 5 ___bl‘ Cl'
dd/mm/yyyy | 219721 | Utang Kepada Kas BLJ ' xxx |
TS 4xxxxx | Pencapatan PNBP | Xxx

 Mercatata :r.lmal zas atas Eﬁ:nyetoﬁh—-ﬁcc l;a;n_cgazr_é"m
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BAB VII
KETENTUAN PENUTJP

Dalam hal terjadi perubahan peraturan perundarg-undangan di bidang
penyclenggaraan akuntansi dan  peiaporan xeuangen yang Sertentangan
dengan Pedoman in:, maka diberlakukan ketentuen sesuai dengan perubahan
peraturan perundang-undangan di kidang peayzlenzgaraan akuntansi dan
pelaporan keuangan tersebut.
Kebijaken Akuntansi yang tidak diatur dalam Pedoman ini, mengacu pada
Kcbijaken Akuntansi Femerintah Pusat yang ditetankan olech Kementerian
Kcuangan.
Pedoman menteri -ri rulai berlaku paca tanggal ditetapkan dan mempunyai
daya lak1 surat sciak tanggal 1 Januari 2017.
Dengan berlakunya pedoman menter: ini, Pedoman Menteri nomor 1 tahun
2C16 tentang EKEcbijekan Akuntarsi Penyusunan Laporan Keuangan
Kcmenterian Kor-unikasi dan Informatika dicabut dan dinyztakan tidak
berlaku.

Demikian Pedomer ini ¢isasun untuk dilaksanaxan scbagaimana mestinya.

Jzkarta, 27 Februari 2018
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